


Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
Kf,PUI'T]SAN M[NT}]RI PERXNCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PIMI]ANGUNAN NASIONAL
NOMOR KDp. I 27 / M.ppN / t.rK/ t 1 / 20 t8

TT]M'ANG
PEMBENIUKAN TIM PHAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR

'TIIU N PITMBANGUNAN BIRKI]LANJIn'AN IL\[ItrN 20 1 7- 20 1 I

MXN.IIRI PIRINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONA],,/
KI]PAIA BAI)AN PT]RENCANAAN PT]MI]ANGTJNAN NASIONAI,,

N'[enimbang

Nlengingat

b

l

bahwa dalam rangka meningkatkan et'ektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tuSas-tugas Tinr Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tint
Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2O19,
perlu mengubah Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar
Tujuarr Penrbangunan Berkelanjutan Tahun 2017 -2079;

bahwa pejabat dan pegawai yang nalllanya telcaltunr dalanr
l-ampiran Keputusan ini dianggap mampn dan metnenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan
Penrbangunan Berkelanjutan Tahun 2017 -20'19;

Undang-UnclanS Nomor 15 Tahun 2077 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarzut 2OI8
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nonror 233,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Notnor 613E);

Peraturan Penrerintah Nornor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tenta\lg. Rencana
Pen.tbangunan Jangka Menengah Nasional Tahull 20 15-2019;

Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahun 2015 tentang Orgauisasi
Kementerian Negara;

Peraturall Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pel'atulan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagainlana telah diubah
denSan Peratulan Presidetr Nomor 2O 1'ahun 2O l6;
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7. Peraturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDT]A

KETIGA

7. Peraturan Presiden Nonlor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunarl Berkelanjutan;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
201,6 tentang Organisasi dan T^ta Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2017;

9. Peratlrran Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2076 tentan1 Perencana.an, Pelaksanaan, Pelapran., Penlantauan
dan Evaluasi KeSiatan dan Anggaran;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun
20 1 8 tentanS Koordinasi, Perencanaan, Pemanta'uan, Evaluasi,

dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMT-I'IUSKAN:

KEPUTUSAN Mf,NTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PEPJNCANAAN PIMBANGUNAN
NASIONAI TTNTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, Kf,LOMPOK

KX&JA, DAN TIM PAKAR ruJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJT]TAN

TAHUN 2017-2019.

Membentuk Tinr Pelaksana, Kelonrpok Ke{a, dan Tinr Pakar Tujtnn
Pen.rbangurran Berkelanjutan Tahun 2077-2019, derrgan susutlan

keanggotaan sebagairnana tercarrtutrt dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dikoordinasikan oleh

Koordinator Pelaksana.

Koordinator Pelaksana bertugas:

a. nrelaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;

b. nrerumuskan dan merekomendasikan kebljakan serta

nrengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;

c. nrenrberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB,

dan RAD TPB;

d. nrengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional

TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementefian/lnmbaga dan

Pemerintah Daerah serta pemanSku kepentingan terkait dan

masyarakat;

e. mengoordinasikalr
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KI]i]MPAT

e. men8oordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada
pemangku kepentingan dan nusyarakatl

f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk
penyusunan, pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

B. nremberikan a,^ahan dan nrengoordinasikan tugas-tugas yang
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;

h. tnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah;

i. n.remberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk
pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan/ atau suntber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan Wtatutan perundang-und angan; dan

j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan
daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu
apabila dipellukan.

Tinr Pelaksana bertuSas:

a. rrrenrbantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan
Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;

b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan
r.rrerekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan
pelaksanaan pencapaian TPB;

c. men.rbantu Koordinator Pelaksana dalant penyusunan,
pemantauan, evaluasi dan pelapran pelaksanaan Peta Jalan
Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

d. rnembantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan
diseminasi dan sosialisasi Pela Jalan Nasional T?B, RAN TPB, dan

RAD TPB kepada Kentente rian / Lenrbaga dan Pemerintah Daerah

serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;

e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan
strateSi konlunikasi dan advokasi TPB kepada penungku
kepentingan dan masy ar akat;

f. membantu Koordinator Pelaksana dalant mengoordinasikan
pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan,

Wmantaltan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan
Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

8. nlenlbantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan
pencapaian atas sasaran TPB tinSkat nasional dan daetah kepada

Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila

diperlukan;

h. menrbantu ...
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

h. nlenrbantu Koordinator Pelakana dalam melakukan pengelolaan
surrrber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, An11aran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atat sumber-sunrber lain
yanS sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peratsran
perundang-wdanganl

i. nremberikan arahan dan nrengoordinasikan tugas-tu8as yang

dilaksanakan oleh Kelompok Ke{a dan Sub Kelompok Ke{a;

j. nremberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tu8as yang

dilaksanakan oleh Sekretariat;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator
Pelaksana; dan

l. nrelaporkan hasil pelaksanaan tuSas kepada Koordinator
Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kelompok Kerja terdiri atas:

a. Kelompok Kerja Pilar Pentbangunan Sosiall

b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekononti;

c. Kelompok Kerja Pilar Pelnbangunan Lingkungan; dan

d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Kelompok Kerja bertugas:

^. menrbantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana xbagaimana
dimaksud dalanr Butir Keempat sesuai denSan Pilar Kelontpok

Kerja;

b. menrberikan arahan dan mengoordinasikan tuSas-tu8as yanS

dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja;

c. melaksanakan tuSas lain yang diberikan oleh Ketua Tint

Pelaksana; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana

secara berkala atau sewaktu-waktu apablla diperlukan.

Setiap Kelompok Kerja terdiri atas beberapa Sub Pokja yang bertugas

membantu Kelompok Kerja berdasarkan tujuan:

a. nrenrbantu pelaksanaan tuSas Kelompok Kerja sebagaifiana

dimaksud dalam Butir Keenant sesuai dengan Tujuan TPB;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim

Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana

nrelalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

KEDELAPAN : ..
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BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

zr--
RR. Rita Erawati

KEDELAPAN : Tim Pakar bertugas menrberikan pertirnbangan substansi kepada Tim
Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

KESEMBILAN : Susunan keanggotaan Sekretariat akan ditetapkan lebih lanjut melalui
Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

KESEPULUH : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat dapat dibantu oleh
tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KESEBELAS : a. pergantian antar waktu an1gotz Tim Pelaksana, Kelompok Kerja,
dan Tim Pakar ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas

selaku Koordinator Pelaksana darr khusus untuk an8Sota yanS

berasal dari unsur nonpenrerintah ditetapkan setelah mendapat
pertimbangan dari unsur nonpemerintah yang diwakilinya; dan

b. dalam rangka menjamin keadilan keterwakilan antar ullsur
nonpemerintah, keanggotaan yan\ berasal dari unsur
nonpemerintah ditetapkan secara berg.antian untuk jangka waktu
2 (dta) ahun.

KEDUABELAS : ^. segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tiSas
Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tinr Pakar dibebankan pada

An1garan Pendapatan dan Belanja Negara dari
Kementerian/Irmbaga dan suntber-sumber lain yang sah dan

tidak mengikat; dan

b. Wmbiayaan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Kelontpok

Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian PPN/Bappenas dan sumber-sumber lainnya yang

sah sesuai dengan peraturan perundanS- un dangan.

KETICABELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Petencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor KEP.64IM.PPN/HK/04/2018 tentatlS Pembentukan Tim

Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan

Berkrlanjutan Tahun 2077-2019, dicabut dan dinyatak'an tidak
berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Noventber 2018

Mf,NTERJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEI.A.KSANA, KXI,OMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR

ruJUAN PEMBANGUNAN BERKIL NJrJ]'AN TAr rUN 2Or7 -2079

A. KOORDINATORPEI.AKSANA Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN/KEPAI.A BAPPENAS

NOMOR K[P. 1 27 / M.PPN / Hw 7 7 / 20 ta
TANGGAL 16 NOVEMBER 2018

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua

Merangkap P e nanggung aw ab

Pilar Pembangunan Lingkungan

Wakil Ketua I

Penanggungiawab Pilar
Pembangunan Sosial

Wakil Ketua Il
Penanggungjawab Pilar
Pembangunan Ekonomi

Wakil Ketua III
Penanggungiawab Pilar
Pembangunan Hukum dan
Tata Kelola

Kepala Sekretariat

Anggota

Deputi Bidang
Masyarakat dan
PPN/Bappenas.

Deputi Bidang
PPN/Bappenas.

Pembangunan Manusia,
Kebudayaan, Kententerian

Ekonomi, Kenlenterian

Deputi Bidang Politik, Hukunt, Pertahanan

dan Keanranan, Kementerian PPN/Bappenas.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekononti dan

Pembiayaan., Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sekletaris Kementerian/Sekretaris
Utama, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Sekretaris Kententerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

3. Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

4. Sekretaris Kenlenterian Koordinator

Bidang Kemaritinlan;

5. Sekretaris Kenenterian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

6. Deputi Bidang KePendudukan dan

Ketenagakerjaan, Kenlenterian

PPN/Bappenas;

7. Deputi ...
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13.

14.

15.

16.

Deputi Bidang Sarana dan prasatana,
Kementerian PPN/Bappenas;

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/ Bappenas;

Deputi Bidang Pendanaan
Pembangwnan, Kementerian
PPN/Bappenas;

Deputi Bidang Pentantauan ) Evaluasi,
dan Pengendalian pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas;

Inspektur Utama, Bappenas;

Deputi Bidang Komunikasi Politik dan
Diseminasi Informasi, Kantor Staf
Presiden;

Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan
Isu^isu Sosial,, Ekologi dan Budaya
Strategis, Kantor Staf Presiden;

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembanguan Manusia dan Pemerataan
Pembangunan, Sekretariat Wakil
Presiden;

Deputi Bidang Perekonomian,
Sekretariat Kabinet;

Sekretaris Kementerian Badan llsaha
Milik Negara;

Direktur Jenderal Bina Pembangtmgan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Anggaranl
Kementerian Keuangan;

Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Kewangan;

Sekretaris Jenderal, Kententerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Pettanian;

Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian;

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;

11.

12.

17

18.

19.

20.

27.

22.

23

24. Sekretaris ...
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24.

25.

26

27.

28.

29.

ll1

32.

J:).

JO.

37.

39.

40.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan;

Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebuday aan;

Sekretaris Jenderai Kementerian Agamal

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Pemuda dan Olahrag4'

Sekretaris Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangtnan Daerah Teftinggal dan
Transmigrasi;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Kementerian Pariwisata;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian;

Direktur Jenderal Multilateral,
Kementerian Luar Negeri;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubunganl

Sekretaris Jenderal Kementerian
Komunikasi dan lnf or matlka;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Sekretalis Jenderal Kementerian
Kelautan dan P erlkanan;

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

34

38

41.

42. Sekretaris ...
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42.

43.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Penday agrnaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Sekretaris Utama Badan Nasional

P enanggulangan Benc an a;

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;

Sekretaris Utanta Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional;

Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

Sekretaris Utama Lembaga Ilmu
PenSetahuan lndonesia;

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan

Umum dan Pengembangan, Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

Erna Witoelar, Filantropi Bisnis

Indonesia;

Franciscus Welirang, Perhimpunan
Filantropi Indonesial

Shinta Widjaja Kamdani, Indonesia

Business Council tbr Sustafuable

Developnent (IBCSD);

Franky Oesman Wicljaja, Parhrcrship
for Indonesia Sustaiuble Agriculturc
(PISASro);

Bambang Sudibyo, Badan Amll Zakat

Nasional (BAZNAS);

Zumrotin K. Susilo, Yayaun Kesehatan

Perenlpuan;

Bambang Isnuwan, Yayasan Bina

Swadaya;

Rizal Malik, CEO Yayamn WWF

lndonesia;

Wicaksono Satosa, Kemitraa n Habilat;

Ketua Umunl Pengurus Besar Nahdlatul

Ulama;

Sekretaris lnmbaga Kemaslahatan

Keluarga Nahdlatul Ulama;

44.

45.

4E

46.

47.

49.

50.

5,I.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60. Sudibyo ...
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60. Sudibyo Markus, Pen8urus Fusat

Muhamammadiyah;

61. Sekretaris Komisi Pengembangan Sosial

Ekonomi KWl, Konferensi waligereja
Indonesia;

62. Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-
gereja di lndonesia;

63. Ketua Parisada Hindu Dharma
Indonesia;

64. Ketua Perwakilan Umat Budha
lndonesia;

65. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu
lndonesia;

66. Rektor/Pejabat y^ng ditunjuk
Universitas Indonesia;

67. Rektor/Pejabat yang ditunjuk
Universitas G adj ah Mada;

68. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Institut
Teknologi Bandung;

69. Rektor/Pejabat yang ditunjuk Institut
Pertanian Bogorl

70. Rektor/Pejabat yanS ditunjuk
Unive rsitas P adj adj ar an.

KELOMPOK KERJA

I. Kelompok Kerja Pilar Penrbangunan Sosial

Ketua : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggrtlangan

Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan M anusia dan Kebuday aan.

Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama,

(merangkap anggota) Kementerian PPN/ Bappenas.

AnSSota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan

dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Direktur ...



-6-

2. Direktur Perencana-an Kependudukan
dan Perlindungan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Pangan dan Pertanian,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Kesehatan dan Gizi
Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas;

5. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan
Kebrdayaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Penruda dan Olahraga, Kementerian

PPN/Bappenas;

7. Direktur Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Perdesaan,

Kementerian PPN/Bappenas;

8- Kepala Biro Perencanaan) Kementerian

Peltanian;

9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Sosial;

10. Kepala Biro Perencanaan dan

Anggaran, Kententerian Kesehatanl

11. Kepala Biro Perencanaan dan

KeuanSan, Badan Pengawas Obat dan

Makananl

72. Kepala Biro Perencanaan dan KLN,

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

A&afia;

14. Kepala Biro Perencanaan dan Dala,
Kenrenterian Pemberday aan Perenlpuan

dan Perlindungan Anak;

15. Kepala Biro Perencanaan, Badan

Kependudukan dan Keluarga Betencana

Nasional;

16. Kepala Biro Petencanaan dan

Organisasi, Kementerian Pemuda dan

Olahraga;

'17 . Kepala ...
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17. Kepala Biro Petencanaan, Badan
Narkotika Nasional;

18. Kepala Biro Petencanaan, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

19. Prof. Df. Ir. HM. Maksum Machfoedz,,
M.Sc, Nahdlatul Ulama;

20. Ah Mafttchan, Perkumpulan Prakarca;

21, . Arifin Purwakan anta, Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS);

22. Prof. Dr. Fasli Jalal, Universitas Negeri

Jakarta.

Sub Pokja Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan)

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Sinergitas Program
Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat
Penanggulangan Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan,
Tujuan 1 Kementerian Koordinator Btdang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

2. Asisten Deputi Jaminan Sosial,

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangtnan Manusia dan
Kebudayaan;

3. Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Ekonomi, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

t. Kepala Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial, Kementerian
Sosial;

5. Elan Satriawan, TNP2K;

6. Mohanrmad ...
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6. Mohammad Fahmi, Indonesia Bussiness

Link (tBL);

7. Drs. H. Farid Wajdi, Nahdlatul Ulama;

8. Dompet Dhtafa;

9. AisyiyahMuhammadiyah;

10. Fathayat Nahdatul Ulama;

1 1. Rumah Zakat;

12. lslamic Relief Indonesia;

13. Yayasan Budha TZu Chi Indonesi4

14. Persatuan Dharma Katolik Indonesia
(Perdhaki);

15. Asosiasi Perrsahaan Sahabat Anak
Indonesia (APSAI);

16. Wahana Visi Indonesia;

17 . Vivat Intemational,

I8. Plan lnternational lndonesi4

19. Sajogyo Institutq

20. Asosiasi Pusat Pengembangan
Sumberdaya Wanita (PPSW);

27. Urban Poor Consortium (UPC);

22. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
Rumah Tangga (AtA PRT);

23. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, Universitas
Indonesia;

24. Dr. Teguh Dafianto., Universitas
Indonesia;

25. Prof. Dr. Arief Anshory Yusuf,
Universilas Padjadjar an -

Sub Po(a Tujuan 2 (lanpa Kelaparan)

Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pangan, Direllorat
Pangan dan Perianian, Kementerian

PPN/Bappenas.

An8gota
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IAnSgota Sub Pokja

Tujuan 2

Asisten Deputi Penrenuhan Hak Anak
atas Kesehatan dan Kesejahteraan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan
Penrbangunan Keluarga, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian
Kesehataan;

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular, Kementerian
Kesehatan;

Kepala Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan, Kementerian

Pertanian;

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan

PanSan, Kementerian Pertanianl

Kepala Pusat Perlindungan Varietas
'lanaman dan Perizinan Pertanian,
Kementerian Pertanianl

Rahmat Faisal, SH, MH, Nahdlatul

Ulama;

Wahana Visi Indonesia;

Puantani;

Perkumpulan lndonesia Berserul

Konsorsiu m Pentbaruan Agraria;

Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan

Indonesia;

Yayasan Mitra Mandiri Indonesia;

Asosiasi Petani Indonesia;

Komite Nasional Pertanian Kehsarga;

Bina Swadaya;

Yayasan Mitra Mandiri lndonesia;

Stefanus Indrayana, SUN Business

Network

PT. Indofood;

2

3

4

5

6

9.

10.

t 1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21 . Persatuan ...
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lll.

21. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi);

22. Institut Gizi Indonesia (IGI);

23. Perhimpunan Dokter Gizi Medik
(PDGMI);

24. Perhimpunan Dokter Speasialis Gizi
rlinik (PDSGK);

25. Perhimpunan Ahli Gizi dan Pangan
(Pergizi Pan&an);

26. Prof. Dr. RazakTaha, MPH., Universitas

Hasanuddin;

27. Prof. Dr. Muhammad Firdaus, Institut
Pertanian Bogorl

28. Prof. Dr. Bustanul Arifin, Universitas

Iampung;

29. Prof. Dr. Hardinsyah, Universitas Sahid.

Sub Pokja Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,

Pemuda dan Olahraga.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia

dan Pembiayaan Kesehatan, Direktorat Gizi

dan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal
Tujuan 3 Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;

2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender

Bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Pembangunan Keluarga, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak

atas Kesehatan dan Kesejahteraan,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

1. Direktur Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasYarukat,

Kenlenlerian Kesehatan;

5. Direktur Kesehatan Keluarga,

Kementerian Kesehatanl

6. Direktur ...
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6. Direktur Surweilans dan Karantina
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

7. Direllur Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Menular Langsung,
Kementerian Kesehatan;

8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik,
Kementerian Kesehatanl

9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular, Kementerian
Kesehatan;

10. Direktur Pencagahan dan Pengendalian
Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza,
Kementerian Kesehatanl

11. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kemenlerian Kesehatan;

72. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer,
Kementerian Kesehatan;

73. Direktur Pelayanan Kefarmasian,
Kementerian Kesehalan;

14. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

15. Kepala Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan,
Kemenlerian Kesehatzn;

76. Direktur Bina Kesertaan Keluatga
Berencana Jalur Pemerintzh, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

77. Direktur Kesehatan Reproduksi, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

18. Direktur Advokasi dan KIE, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional;

19. Sekretaris Badan Litbangkes,
Kementerian Kesehatan;

20. Direktur Rehabilitasi Instansi
Pemerintah, Badan Narkotika Nasional;

21 . Direktur ...
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27.

22.

24.

25.

27.

28.

29.

3I.

JL.

30

Direktur Rehabilitasi Komponen
Masyarakat, Badan Narkotika Nasional;

Direktur Pasca Rehabilitasi, Badan
Narkotika Nasional;

Kepala Pusat Penelitian, Datz, dan
Informasi, Badan Narkotika Nasional;

Kepala Korps [,alu Lintas, Kepolisian

Republik Indonesia;

Direktur Bina Ketahanan Remaja,

Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,

Badan Pusat Statistik;

Dr. Citra Fitri Agustina, Nahdlatul
Ulama;

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP);

Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan

0P2K);

lkatan Perempuan Positif Indonesia
(IPPI);

Perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia (PKBI);

Yayamn Penrerhati Kesehatan Publik
(YPKP);

Indonesia Insitute tbr Social
Developnent (llSD);

Aliansi Remaja Independen (ARI);

GKR Mangkubumi, Filantropi dan Bisnis

Indonesia;

MPKU PPM MuhammdiYah;

Dharma Pertiwi;

Yayasan Karina;

Jaringan Epidemologi Nasional (EN) ;

Ikatan Apoteker Indonesia (lAI);

PT. Nutrifood lndonesia;

PT. Saka Farma laboratories;

PT. Iklbe Farnu Tbk.;

34.

36.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44. Anrkat^n
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4. Direktur ...

44. Angkatan Mluda Mrthammadiyah;

45, IISD Jaringan Kementerian Kesehatan;

46. JAPFA Foundation;

47. FI- Midi Utama Indonesia Tbk.;

48. m. Nestld hndonesia;

49. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

50. lkatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (IAKMI);

51. lkatan Bidan Indonesia (tBI);

52. Kepala Pusat Penelitian Kesehatan,
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Un jversitas tndonesia;

53. Prof. Dr. Endang Laksminingsih Achadi,
Universitas Indonesial

54. Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad,
dr., Universitas P adjadjarun;

55. Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc,
Ph.D, Universitas Gadjah Mada.

iv. Sub Pokja Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas)

Ketua : Direktur Pendidikan dan Agama.

Wakil Ketua : Direktur pendidikan Tinggi, IpTEK dan
Kebtday aan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat pendidikan Dasar dan
Menengah, Direktorat Pendidikan dan
A8ama, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Tujuan 4 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Pembangtnan Keluarga, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak
atas Pendidikan, Kreativitas, dan
Budaya, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan
Sumber Daya Pemuda, Kementerian
Pemuda dan Olahraga;
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4. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

5. Direktur Pembinaan Pendidikan
Keltarga, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

6. Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan,

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

7. Direktur Pembinaan Kursus dan

Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

8. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan, Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

9. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan

Dasar, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

10. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan

Menengah, Kementerian Pendidikan

dan Kebrdayaan;

11. Direktur Pembinaan Tenaga

Kependidikan, Pendidikan Dasar dan

Menengah, Kententerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

'12. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar,

Kenrenterian Pendidikan dan
Kebudayaan;

13. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

14. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah

Atas, Ketnenterian Pendidikan dan

Kebudayaan;

15. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Keiuruan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

16. Direktur ...



16. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus
dan l-ayanan Khusus, Kementerian
Pendidikan dan Kebuday aan;

17. Direktur Kurikulum, Sarana,
Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah,
Kementerian Agama;

18. Direktur Pendidlkan A6ama Islam,
Kementerian Agamal

19. Direktur Pendidikan Agama Katolik,
Kementerian Agama;

20. Direktur Pendidikan Agama Kristen,
Kementerian Agama;

27. Direktur Pendidikan Agama Hindu,
Kementerian Agamal

22. Direktur Urusan dan Pendidikan
Budha, Kemente rian Agama;

23. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan
Konghucu, Kementerian Agama;

24. Direktur Pendidikan Diniyah dan
Pontren, Kementerian Agama;

25. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam, Kementerian Agama;

26. Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah, Kementerian
Agaroa;

27 . Direktur Pembelajaran, Ditjen
Pembelajaruan dan Kemahasiswaan,
Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

28. Direktur Pendidikan Tinggi, lptek, dan
Kebudayaan, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

29. Kepala Pusat Teknologi lnformasi dan
Komunikasi Pendidikan dan
Kebtdayaan, Kementerian Pendidikan
dan Kebrdayaan;

30. Persatuan Guru Republik Indonesia;

31. Jaringan Pemantau Pendidikan
Indonesia (PPI);

32. Jaringan ...

- 15 -
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Pemuda.,...

32. Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Transformasi pendidikan
(KMSTP);

33. Federasi Serikat Guru Indonesia;

34. Institute for Good Govetnance and
Regional De velopm enl (IGGRD) ;

35. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI);

36. Drs. K. H. Z. Arifin Junaidi, MBA,
Nahdlatul Ulama;

37. Aisyiah Muham mdiyah;

38. m. Astra lnternasional Tbk;

39. Tanoto Foudatio4

40. Founder & CEO, Yayasan Cinta Anak
Ban$Sa;

41.. PTM dan Majelis Muhammdiyah;

42. Majelis Diktilitbang Muhammdiyah;

43. MKU PPM Muhammdiyah;

44. Majelis Ulama Indonesia (MUI);

45. PT. Unilever Indonesia Tbk.;

46. Yayasan Sayangi Tunas Cilik;

47. Muhammad Gunawan Alii Filantropi
dan Bisnis Indonesia;

48. Prof. Dr. Arief Rahman Hakim,
Universitas Neg eri Jakarta;

49. Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc, Ph.D,
Universitas Indonesia;

50. Prof. Drs. Suyanto, M.Ed, Ph.D,

Universitas Neg ei Y ogy akafia.

Sub Pokja Tujuan 5 (Kesetaraan Gender)

Ketua : Direktur Kel:uarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pendidikan dan Agama,
Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarusu tamaan Gender,
Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak,
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AnSSota Sub Pokja

Tujuan 5

Penruda, dan Olahraga, Kernenterian PPN/

Bappenas.

1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak, Kementeriarl
Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebwdayaan;

2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Politik, Hukum, dan Hankam,
Kenrenterian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Arak;

3. Asistell Deputi Perlindungan Hak
Perempuan dari Kekerasan dalant
Rumah Tangga, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dall.

Perlindungan Anak;

4. Asisten Deputi Perlindungan Hak

Perempuan dari Tindak Pindana
Perdagangan Orang, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

5. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

6. Asisten Deputi Kesetaraan Gender

Bidang Ekonomi, Kementerian

Pemberdayaan Perentpuan dan
Perlindungan Anak;

7. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur
Wilayah dan Sasatan Khusus, Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional;

8. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Atas, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

9. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

10. Direktur Kurikulunt, Sarana,

Kelen'rbagaan., dan Kesiswaan

Madrasah, Kementerian ASama;

11.Direktur...
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11. Direktur Bina KUA dan
Sakinah, Kementerian Agama;

Keluarga

1,2. Kepala Biro Pet:encanaan dan Data,
Komisi Pemilihan Umum;

13. Direktur Fasilitasi Petancangan
Peratlarar. Daerah dan Pembinaan
Perancangan Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum dan
HAM;

14. Direktur Produk Hukum
Kementerian Dalam Nege Ii;

Daerah,

15. Direktur Statistik Kesejahteraan Ralyat,
Badan Pusat Statistik;

76. Direktur Statistik Ketahanan Sosial,
Badan Pusat Statistik;

77. Direktur Tindak Pidana lJmw, Badan
Reserse Kriminal, Kepolisian Republik
Indonesia;

18. Direktur Kesehatan Keluarga.,
Kementerian Kesehatan;

19. Ketua Komisi Perlindungan Anak
Indonesia;

20. Ketua kmbaga Perlindungan Saksi dan
Korban;

21.

22.

Ketua Komnas Perempuanl

Efri Wahdiyah Nasution, Nahdlatul
Ulama;

Indonesia Global Compact Network,

Koalisi Perempuan Indonesia;

Wo me n Re sea rc h In sti tu te,

Yayasan Kalyanamitra;

ECPAT Indonesia;

Direktur Eksekutif Yayasan Cipta Cara
Padu;

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
(HwDI);

Institut Kapai Perempuan;

Keluarga (PEKKA);

23.

24.

zt.

26.

27.

28.

29.

30.

31..

32. Aliansi ...
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It.

32. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Indonesia;

33. Direktur Eksekutif Partnership for
S wta i nable Com m un i ty (CCpHt).

34. Persekutuan Perempuan Adat
Nusantara (PEREMPUAN AMAN) ;

35. BAKTI;

36. LBHAPIK;

37. Pengurus Besar PGRI;

38. Indonesia ACT;

39. Nasyiatul Aisyiah;

40. Dian Rosdiana, CCPHI;

47. Kepala Pusat Studi Gender, Universitas
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;

42. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak,
Institut Pertanian Bogor;

43. Kepala Pusat Yajian Wantta dan
Gender, Universitas Indonesia;

44. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi,
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah
Mada;

45. Dr. Yulfita Raharjo, Akademisi;

46. Prof. Dr. Syamsiah Badruddin,
Akademisi;

47. Dr. Soedibyo Alimoeso, MA, Akademisi.

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi

Ketua : Staf Ahli Bidang Sektor IJnggulan dan
Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/ Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro
dan Kevangan, Kemenko. Bidang
Perekonomian.

Sekretaris...
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Sekretaris merangkap Arggota

Anggota

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Informatika, Kementerian
PPN/BapperT as;

2. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Perencanaan Makro dan
Analisis Statistik, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Keuangan Negara dan Analisa
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Perdagangan, Investasi dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Industri, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatii Kementerian
PPN/Bappenas;

7. Direktorat Jasa Ketangan dan BUMN,
Kementerian PPN,/ Bappenas;

8. Direktur Pengembangan Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral
dan Pettambangan) Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Direklur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

11. Direktur Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Perdesaan,

Kementerian PPN/ Bappenas;

12. Direktur Pengembangan Wllayah dan
Kawamn, Kementerian PPN/Bappenas;

73. Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

74. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Bllaleral, Kementerian PPN/Bapperlas;

15. Direktur ...
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15. Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kementerian
PPN/Bappenas;

16. Direktur Politik Luar Negeri dan
Kerjasama Pembangunan Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;

17 . Direktur Kerjasama Pemerintah, Swasta

dan Rancang BanSun, Kementerian
PPN/Bappenas;

18. Direktur Sistem dan Pelaporan,
Pemanlauan, Evaluasi, dan
Pengendalian, Kementerian
PPN/Bappenas;

19. Kepala Biro Petencanaan, Kententerian

Energi dan Sumber Daya Mineral;

20. Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama, Kementerian Koordinator
Bidang PembanSunan Manusia dan
Kebudayaan;

21. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,
Kenrenterian Ketenagakerjaan;

22. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penrbinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

Kenlente rian Ketenagakerjaan;

23. Sekretaris Direktoral Jenderal
Pembinaan PenSawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Kementerian

Ketenagakerjaanl

24. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
Kementerian Ketenagakerjaan;

25. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Ketenagakerjaan;

26. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Luar Negeri., Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan RakYat;

27 . Kepala ...



27. Kepala Biro Petencan.zn, Kementerian
Perindustrian;

28. Kepala Biro Perencanaan., Kementerian
fuset dan Pendidikan Tinggi;

29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Desa dan PDTT;

30. Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan 1 Kementerian Kesangan;

31. Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi, Kementerian Luar Negeri;

32. Kepala Biro Petencanaan, Kementerian

Perdagangan;

33. Kepala Biro PetEncanaan, Kementerian

Komunikasi dan Informatika;

34. Kepala Biro Petencanaan, Sumber Daya

Manusia, dan Organisasi, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara;

35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Perhubungan;

36. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pusat

Statistik;

37. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Perindustrian;

38. Kepala Biro Brna Program, Badan Pusat

Statistik;

39. Kepala Biro Perencanaan, l-embaga

llmu Pen3etahuan Indonesial

40. Asisten Deputi Manajemen Strategis,

Kementerian Pariwisata;

41.. Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini,
Nahdlatul Ulama;

42. Asep Suharyadi, The SMERU Research

Institute;

43. Arif Patrick Rachmat, Kamar Dagang

dan Industri Indonesia;

44. Dr. Dionisius Narjoko, Akademisi.

Sub Po$a Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan

Pertamban9an, Kementerian PPN/Bappenas'

Wakil ...

i.
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Wakil Ketua

Sekretaris

An8Sota Sub pokja
Tuj uan 7

Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan
Konservasi Energi, Direktorat Sumber Daya
Energi, Mineral dan Pettambangan,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Asisten Deputi Produktivitas Energi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

2. Asisten Deputi Infrastruktur Energi,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomianl

3. Asisten Deputi Infrastruktur
?e rlanlbangan dan Energi, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman;

4. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi
Terbantkan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

5. Direktur Perencanaan dan
Pembangunan Infrastruktur Migas,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

6. Direktur Konservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

7. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;

8. Direktur Panas Bumi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Direktur Perencanaan Infrastruklur
Energi BatLL, Terbarukan, dan
Konservasi Energi, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mrneral;

10. Direktur Pembinaan Pengusahaan
Ketenagalistrikan, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral;

1 1 . Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi, Kenlenterian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Direktur ...



12.

13.

"14.

Direktur Perencanaan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kepala Pusat Data da Informasi Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;

Kepala Biro Fasititasi Penanggulangan
Krisis dan Pengawasan Energi,
Seh'etariat Jenderal Dewan Energi
Nasional;

PT. Perusahaan Listrik Negara;

PT. Pertamina;

PT. Perusahaan Gas Negaral

Masyarakat Ketenagalistrikan lndonesia
(MKI);

Masyarakat Energi Terbarukan
Indonesia (METI);

Masyarakat Konservasi dan Efisiensi

Energi Indonesia (MASKEEI);

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia
(Aprobi);

Asosiasi Energi Surya lndonesia (AESI);

Asosiasi Energi l^aut Indonesia (ASELI);

Asosiasi Hidro Bandung;

Perkumpulan Pengguna Listrik Surya

Atap (PPLSA);

Indonesian Institute for Energy
Econoruics,

Sustainable E etgy Systen$ and Policy
Research Cl uster, lJniversitas Indonesia;

Bidang Energi Sumber Daya Mineral,
Batubara dan Kelistrikan, KADIN

Indonesial

htstitute lot' Essential Seruice Relbrnt
(IESR);

Yayasan lnstitut Bisnis dan Ekononri

Kerakyatan (IBEKA;

I ndon e sia Mi n i ng Assoc ia tioq

19.

20.

21.

I5.

16.

17.

18.

,.)

23.

24.

25.

26

27.

29.

2a

:lo

:11

32. lbrahint ...
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32. Ibrahim Arsyad, PT Medco E&P

lndonesial

33. Avianto Muhtadi, Nahdlatul Ulama;

34. World Wild Fund Indonesi4

35. Greenpeace Indonesi4

36. Perkumpulan Pengguna Listrik Surya
Atap (PPLSA);

37. Yayasan Rumah Energi;

38. Green Building Council Indonesi4

39. Kepala Pusat Kebijakan Keenergian,

Institut TeknoloSi Bandung;

{O. Kepala Pusat Studi Energi, Universitas

GadjahMada;

*1 . Dr. Hardiv Harris Situmeang, Komite
Nasional lndonesia- World Enetgy
Council.

Sub Po\ia Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Analisis Hukun't

Ketenagakerjaan, Direldorat Tenaga Ketja
dan Perluasan Kesempatan Kerja,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub pokja : 1. Asisten Deputi Perlindungan Hak

Tujuan 8 Perempuan dalam Ketenagakerjaan,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

2. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda,

Kenrenterian Pemuda dan Olahraga;

3. Asisten Deputi Asuransi, Pinjaman, dan

Pasar Modal, Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

4. Asisten Deputi Pengembangan SDM

Kepariwisataan, Kementerian

Pariwisata;

5. Sekretaris ...



-26-

10.

11.

12.

13.

14.

I5.

I6.

17

5

6

7

Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran l,
Kementerian Pariwisata;

Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran II,
Kementerian Pariwisata;

Sekretaris Deputi Bidang

Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Kenlenterian Pariwisata;

Sekretaris Deputi Bidang
Pengembangan Industri dan
Kelenrbagaan, Kementerian Pariwisata;

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Direktur Edukasi Ekonomi Kreatif,
Badan Ekonomi Kreatif;

Direktur Akses Perbankan, Badan

Ekonomi Kreatif;

Direktur Akses Non-Perbankan, Badan

Ekonomi Kreatif;

Direktur Kemahasiswaan dan
Penyiapan Karir, Ditjen Pen'rbelajaraan

dan Kenuhasiswaan, Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Direktur Perusahaan Pemula Berbasis

Teknologi, Ditjen PenSuatan Inovasi,

Kenlenterian fuset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi;

Asisten Deputi TanSSung Jawab Sosial

dan Lingkungan, Kementerian Badan

Usaha Milik NeSara;

Direktur Inovasi industri, Ditjen

Pen8uatan Inovasi, Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

Pusat Analisis Sosial AKATIGA;

Migtunt Carq

E

9

18.

19.

20. Konfederasi ...
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20.

21.

22.

23.

40.

41.

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

31.

32.

33.

34.

:15

3t-

38.

39.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
lndonesia (KSBSI)

Trade Union Rights Center (TURC);

Sumantri, Nahdlatul Ulama;

I.;entbaga Kajian dan Pen1embangan

Sumberdaya Manusia NUl

Perhimpunan Pengembangan Pesantren

dan Masyarakat (P3M)

Indriani Widiastuti, Filantropi dan
Bisnis Indonesia;

Le.ntbaga Demografi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas lndonesia;

Ketua Konfederasi Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (KSBSI);

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (KSPSI);

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia-Rekonsiliasi (KSPI-R);

Vice President, Anartlla Mifuo Fintek

LAZISMU, PP Muhammadiyah;

PT. Sucofindo (Persero);

Mien R Uno Foundatio4

Majelis Pember dayaan Masyarakal, PP

Muhamnudiyah;

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan,

PP Muhammadiyah;

Lerubaga Khusus Dakwah, PP

Muhammadiyah;

Majelis Tabligh, PP Muhammadiyah;

Majelis Pelayanan Sosial, PP

Muhammadiyah;

Majelis Pendidikan Dasar dan

Menengah, PP MuhammadiYah;

Perguruan Tinggi MuhammadiYah;

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha

Kecil (ASPPUK);

Dr. Dwi lndra Purtlomo, Akademisi;42.

43. Dr. Agustinus ...



111. Sub Pokja Tujuan 9

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

AnSSota Sub po$a
Tujuan I

43. Dr. Agustinus Prasetyantoko,
Universitas Katolik Atma Jaya;

44. Dr. Maria Nindila Radyati, Universitas
Trisakti.

(lndustri, Inovasi, dan Infrastruktur)

: Direktur Inclustri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatit Kementerian PPN/Bappenas.

: 1. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan
Kebadayaan, Kementerial'l
PPN/Bappenas;

2. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

: Kepala Sub Direktorat Industri, Direktorat
Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian PPN/Bappenas.

: 1. Direktur Kawasan Sains dan Teknologi
dan Lembaga Penunjang lainnya,
Ditjen Kelembagaan lptek dan Dikti,
Kementerian fuset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

2. Direktur Sistem Inovasi, Ditjen
Pengvatan Inovasi, Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

3. Direktur Telekomunikasi, Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

4. Direktur Pengembangan Pita kbar,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

5. Direktur Pengendalian Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri
A8ro, Kementerian Perindustrian;

7. Sekletaris Direktorat Jenderal lndustri
Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian
Perindustrian;

8. Sekretaris Direktorat Jenderul Industri
l.ogam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika, Kementerian Perindustrian;

9. Sekretaris .

-24-



9. Sekretaris Direktorat Jenderal lndustri
Kecil dan menengah, Kementerian
Perindustrian;

10. Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian;

11. Kepala Pusat Tenaga Listrik
Mekatronika, kmbaga
Pengetahuan Indonesia;

1,2. Kepala Pusat Inovasi Lembaga
Pengetahuan Indonesia;

dan
Ilmu

lv.

llmu

1,3. Kepala Biro Perencanaan,BPYl1'

1.4. Dr. rer.nat. H. Jaenal Effendi, MA,
Nahdlatul Ulama;

15. Dewan Pengurus Harian Masyarakat
Telematika Indonesia (Mastel);

16. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII)

77. Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional
(Wantiknas);

18. Indonesia Business Council for
S us tai na ble De ve lopme n t,

19. Danang Girindrawardana, Filantropi
dan Bisnis Indonesia.

Sub Pokja Tujuan 1O (Berkurangnya Kesenjangan)

Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua i 7. Direktur Penanggulangan Kemiskinan
dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Direktur Daerah Tertinggal,
Kementerian PPN/ Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Mobilitas Penduduk,
Direktorat Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Asisten Deputi Pelayanan Kesehatan,

Tujuan 10 Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan ...
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Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

2. Asisten Deputi Jaminan Sosial,

Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

3. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaa n;

1. Direktur Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Kementerian Desa dan PDTT;

5. Kepala Subdit Perlindungan Sosial,

Direktorat Perencanaan Kependudukan

dan Perlindungan Sosial, Kementerian

PPN/Bappenas;

6. Comruunications and Public Affaits, Yl.
Bayer Indonesia;

7. PerkumpulanPrakarsal

8. M. Kholid Syaerazy, Nahdlatul Ulama;

9. Organisasi Harapan Nusantara;

10. Trade Union Rights Centel

11. Santi Kusumaningrum, Pusat Kajian

Perlindungan Anak Fakultas Ilmu Sosial

dan llmu Politik Universitas Indonesia.

Sub Pokja Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis

Statisfik, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama

Pembangunan Internasional, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan

Statistik, Direktorat Perencana n Makro dan

Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Ang4ota Sub pokja : '-. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi

Tujuan 77 Multilateral dan Pembiayaan,

Kementerian Koordinator
Perekonomian;

2. Direktur Telekomunikasi, Kementerian

Komunikasi dan Informatika;

3. Direktur ...



3. Direktur Pengembangan Pita Lebar,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

4. Direktur Pengendalian Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

5. Direktur Perencanazn dan
pengembangan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Direktur KeuanSan Negara dan Analisa
Moneter; Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan
Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur Kerjasama Pemerintah, Swasta

dan Rancang BanSun, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan
Informatika, Kementerian

PPN/Bappenas;

10. Direktur Sistem dan Pelaporan

Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas;

11. Direktur Perencanaan Kependudukan

dan Perlindungan Sosial, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Kepala Pusat Data dan Informasi
Petencanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/ Bappenas;

13. Ir. Imarita Trihanda, MA, Pejabat

Fungsional lJtamz,., Kementerian

PPN/Bappenas;

74. Direktur Analisis dan Pengembangan

Statistik, Badan Pusat Statistik;

15. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan

Lingkungan Hidup, Kementerian Luar
Negeri;

16. Direktur Kerja Sama Teknik,

Kementerian Luar Ne3eri;

17. Ahyad ...

-31 -



- .12 -

17. Ahyad Alfidai S.Ag, M 4, Nahdlatul
Ulama;

18. Senior Program Officer SDG*,
International NGO Forum on
In donesian De velopm enl (INFID) ;

19. Institute fot Global Justice,

20. Centet for Indonesiab Strategic
Deve lopme n t In i tiarTes (CISDI) ;

21.. Koalisi Seni;

22. Majelis Pendidikan Dasat dan
Menengah, PP Muhammadiyah;

23. Masyarakat Telemattka Indonesia
(Mastel);

24. Center for Strategic and International
.9lades (CSIS) Indonesia;

25. Aksi Cepat Tanggap (ACT);

26. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII);

27 . Dewan TIK Nasional (Wantiknas);

28. Komtap ,t Gr, KADIN;

29. Universitas Brawljaya;

30. l,aboratorium Kewfuatsahaan Sosial

dan Filantropi Islam UHAMKA;

31,. Politeknik Elektronika Negeri Sarabaya;

32. CV. Karya Hidup Sentosa;

33. l.embaga Kerjasama Hubungan
Internasional, PP Muhammadiyah;

34. Hamid Abidin, Filantropi dan Bisnis
Indonesia (FBI);

35. Titik Anas, SE, M.EC.Dev, Ph.D,

Universitas Padjajaran/ Managing
Director & Founder R.umah fuset Presisi

Indonesia;

36. Perwakilan dai SDGs Center
Universilas Padjadjar an.

Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemeratazn dan
Kewllayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

III.

Wakil
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Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Sekretaris merangkap Anggota :

Anggota

Deputi Bidang Pe nge mbangan Regional.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam
dan Jasa, Kementerian Koordinator
Kemaritiman.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
D ay a Air, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Kelautan dan Perikanan,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Lingkungan Hidup,
Kementerian PPN/ Bappenas;

3. Direktur Pengairan dan lrigasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Direktur Pengembangan Wilayah dan
Kaw asan, Kementerian PPN/ Bappenas;

7 . Direktur Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Perdesaan,

Kementerian PPN/Bappenas;

8. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kepala Biro Perencan anT Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Kepala Biro Perencanaan,, Kementerian
Kelau ta n dan Perikanan;

1i. Kepala Biro Perencanaan, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

72. Dr. H. Marsudi Syuhud, Nahdlatul
Ulama;

73. Ketut Safiana Putra, Conservation
ln!ernational (CI) tndonesia;

14. Ketua Filantropi dan Bisnis Indonesia

untuk .lDGs (FBI4SDGs).

Sub Po\ia Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

Ketua : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...
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Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota Sub Pokja
Tujuan 6

1. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Direktur Pengairan dan Irigasi,
Kementerian PPN,/Bappenas.

Kepala Sub Direktorat Sanitasi, Direktorat
Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

2. Direktur Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralryat;

3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur
Permukiman, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralgzat;

4. Direktur Kesehatan Lingkungan,
Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintah Daerah ll, Kementerian
Dalam Negeri;

6. Direktur Pengendalian Pencemaran Air,
Kementerian Lingkungan Hidlup dan
Kehutanan;

7. Direktur Pengendalian Kerusakan
Perairan Darat, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,
Kedeputian Bidang Statistik Sosial,
Badan Pusat Statistik;

9. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air;

10. CPMU Cipta Karya dan Pemda/PDAM
yanS berpatisipasi dengan dukungan TA
dari Indll;

1 1. K.H. Abdul Ghofar Rozin, Nahdlatul
Ulama;

12. lslanic Reliet- lndonesia'

73. Palang ...



3. Direktur
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73. Palang Merah Indonesia;

1,4. Yayasan Forum Fasilitator Malang;,

15. Perkumpt an A.4igunani Lan Mberkahi,

16. Perhimpunan Strategi Pengkajian
Edukasi Alternatif Komunikasi
Indonesia;

77. Y ayasan FIELD Indonesia;

18. YHKI dan Mitra;

19. Wild World Fundlnclonesia;

20. Aliansi Kota dan Kabrpaten Peduli
Sanitasi (AKKOPSI);

21-. lejaring Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPI);

22. Persatuall Perusahaan Air Minum
Indonesia (Perpamsi);

23. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan
Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI);

24. Yayasan Adaro Bangun Negeri;

25. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkunagn
Indonesia (HAKLI);

26. Ok[ Damayanti, Filantropi dan Bisnis

Indonesia;

ii. Sub Pokja Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)

Ketua : Direktur Perkotaan, Pentmahan, dan
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Lingkungan Hidup,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Transportasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Petkota.an, Direktorat
Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman,
Kementerian PPN/Bappenas.

An8gota Sub Pokja : 1. Sekretaris Direktorat Jendetal
Tujuan 11 Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Kementerian Sosial;

2. Sekretaris Direktorat Jendetal Cipta

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralryat;



-JO-

Direktur Pengembangan Kawasan
Permukiman, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

Direktur Perencanaan Penyediaan
Perumahan, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Direktur Perencanaan Pembiayaan
Perumahan, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah ll, Kementerian
Dalam Negeri;

Direktur Petencanaan Evaluasi dan
lnformasi Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Penataan Ruang Nasional,
Kementerian Agraria dan Tata
Rrang / B adan P er tanahan Nasional ;

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat,

Badan Pusat Statistik;

Direktur Pengelolaan San'tpah,

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Kepala Pusat Informasi Perubahan
Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

Direktur PenguranSan Risiko Bencana,

Badan Nasional Penanggt angan
Bencana;

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi

Terbantkan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

Organisasi Harapan Nusantara
(OHANA);

Abdul Waidl, Nahdlatul Ulama;

Aisyiyah Muhammdiyah;

Yayasan Habitat Kemanusian Indonesia
(YHKI);

4

5

6

7

8

9

10

11.

12.

"t3.

14.

15.

16.

77.

18.

19. Kenritraan ...



lll. Sub Pokja Tujuan 12

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

AnSgota Sub Pokja

Tujuat12

1 9. Kemitraan Habitat;

20. Islamic Relief Indonesiq

27. Indonesia untuk Kemanusian (Ika);

22. Real Estate Indonesia (Wl);

23. Urban and Regional Development
Institute (URDI);

24. Housing Urban Development (HUD);

25. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
(IAP);

26. Mercy Corps Indonesi4

27. Yayasan Danamon Peduli;

28. Restu Pratiwi, Filantropi dan Bisnis

Indonesia.

(Konsumsi dan Produksi yang Bertanggwgtrawab)

: Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas.

: Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber

Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

: Kepala Sub Direktorat Konservasi Sumber

Daya Alaru dan Keanekaragaman Hayati,
Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas.

: 1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan

Kerjasama Ekonomi Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Industri, Pariwisata, dan

Ekonomi Kreatif, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Direktur PanSan Pertan\an,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran

Hasii Tanaman Pan1an, Kementerian

Pertanianl

5. Direktur Pengendalian Pencemaran Air,
Kementerian Lingkungan Hidtp dan

Kehutanan;

6. Direktur Pengelolaan SamPah,

Kementerian Lingkungan HiduP dan

Kehutanan;

7. Sekretaris
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7. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
B ahan B e rb ahay a Be r ac vn, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya
Beraclun, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

L Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan
Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

10. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Beracvn dan Limbah
Non Bahan Berbahaya Beracun,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

11. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Hutan Konserwasi, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan
dan Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan
Hidup, Kementerian Koordinator
Perekonomian;

14. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau
dan Lingkungan Hidup, Kemeterian
Perindustrianl

15. Direktur Sistem Manajemen Investasi,

Kementerian Keoangan;

16. Direktur PenSawasan Batang Beredat

dan Jasa, Kementerian Perdagangan;

L7. Direktur Bina Usaha dan Pelaku

Distribusi, Kementerian Perdagangan;

18. Direktur Pemberdayaan Konsumen,

Kementerian P e r dagangan;

19. Direktur Perencanaan Pengadaan

RAPBN, LKPP;

20. Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Lingkungan, B PPT;

21. Direktur ...
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21. Direktur Pengembangan Penyehatan

Lingkungan, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

22. Direktur Statistik Ketahanan Sosial,

Badan Pusat Statistik;

23. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar,

Badan Standardisasi Nasional;

24. Nurul Huda, Nahdlatul Ulama;

25. Sekolah Cinta Kaslh Tbu Chi,

26. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan;

27. y ayasan lrmbaga Konsumen Indonesia
(YLKI);

28. Indonesia Fact Bank,

29. Grcen Building Council Indonesi4

30. kmbaga Sertifikasi lndonesia;

3'1. PT. Nestle lndonesia;

32. Komite Tetap Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) Bidang

Energi Terbarukan dan Lingkun3an
Hidup;

33. Atia Sulhan Witoelar, Filantropi dan

Bisnis Indolresia;

34. Dr. lr. Mahawan Karuniasa, MM,
Universitas Indonesia.

Sub Pokja Tujuan 1 3 (PenanSanan Perubahan Iklim)

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/BaPPenas.

Wakil Ketua : 1. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral
dan Pertantb^n,an, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Direktur Kehutanan dan Konservasi

Sumber Daya Air, Kementerian

PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup, Direktorat LinSkunSan

Hidup, Kementerian PPN/Bappenas'

Anggota Sub Pokja : 1. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan

Tujuan 13 Hidup, Kenlenko Perekonontian;

2- Direktur ...
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10.

2 Direktur Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Pedesaan,

Kementerian PPN/Bappenas;

Direktur Energi, Telekomunikasi dan
lnformatika, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Perkotaan, Petumahan, dan
Permukiman, Kementerian
PPN/Bappenas;

Direktur Perlindungan Holtikultura,
Kementerian P ertanian;

Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Direktur Mitigasi Perubahan lklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca

dan Monitoring, Pelaporan dan
Verifikasi, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

Direktur Mobilisasi Sumber Daya
Sekloral dan Regional, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehulananl

Direktur Konserwasi Energi, KESDM;

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multllateral,
Kementerian Keuansan;

Kepala Pusat Meteorologi Publik,
BMKG;

Kepala Pusat Informasi Perubahan
Iklim, BMKG;

Direktur Pen9$rangan Resiko Bencana,

BNPB;

Direktur Kesiapsiagaan, BNPB;

:l

1

5

6

7

8

I

17.

12.

13.

14.

15.

16

17. Direktur ...
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"17.

18.

19.

20.

27.

22.

2.1.

24.

25.

LO.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

J.).

34.

35

Jb.

Direktur Neraca Produksi, Badan pusat

Statistik;

Kepala Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, Kementerian Pendidikan
dan Kebtdayaan;

Ali Yusuf, Nahdlatul Ulama;

Aisyiyah Muham madiy ah;

LAZISMU Muhammdiyah;

LAZISMU LPB;

Green Peace Indonesi4

Ikatan Kebencanaan lndonesia (IABI);

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI);

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI);

Forum Masyarakat Statistik (FMS);

Platform Nasional Pengurangan fusiko
Bencana (Planas PRB);

Yayasan Kehati;

International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies (IRFC);

W ahana Lingkungan Hidup Indonesia;

Ittstitute for Essential Seruice Reform,

Perkumpulan untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakat dan
Ekologis (HUMA);

Indonesian Center of Enuironntental
Law,

Indonesia Business Council tbr
Sus ta i nable Deve lopmezl (IBCSD) ;

Budi Santosa, Filantropi dan Bisnis
Indonesia;

Perwakilan Research Center for Clinnte
Cha nge Un ive rci ta s In done siq

Perwakilan dari Centre for Climate Ri.sk

and Opportunity Management in
Southeast Asia Pasific (CCROM - SEAP).

38.

v. Sub ...
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78. The Nature ...

Sub Po\ia Tujuan 14 (Ekosistem lautan)

Ketua : Direktur Kelautan dan Perikanan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Day a Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Perikanan, Direktorat
Kelautan dan Perikanan. Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya
Tujuan 1,4 Ikan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

2. Direktur Petencanaan Ruang l-aut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Direktur Konserwasi dan
Keanekaragamaa Hayati l-art,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Direktur Pema tauLan dan Operasi
Armada, Kementerian Kelautan dan
Perlkanan;

5. Kepala Pusat Riset Kelautan,
Kementerian Kelautan dan Perlkanan;

6. Kepala Pusat Riset Perlkanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Direktur Perrzinan dan Kenelayanan,
Kenrenterian Kelautan dan Perikanan;

8. FitriaAriyani,NahdlatulUlama;

9. Serikat Nelayan lndonesia;

10. Jaringan Advokasi Tambang (ATAM);

11. Debt Watck

12. Conseruation International (CI)

lndonesia;

1-3. Wildlife Conservation Srrietv (WCS)

Indonesia;

74. RARE Indonesia;

15. Islantic Relieflndonesi4

16. Koalisi Rakyat untuk Keadllan
Perlkanan (KIARA);

'17. Wetlands In ternational Indonesi4



4. Direktur ...

18. The Nature Co servancy (TNC)

Indonesia;

19. Principal Aduisor Ocean Innouation
Iaboratoty,

20. Yayasan Konserwasi Alam Nusantaral

21.. Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN);

22. Jaringan Advokasi Tambang (fATAM);

23. PT. Bumi Menara Internusa;

24. Gambaran Brund,

25. Ade Swargo Mulyo , lllantropi dan
Bisnis Indonesia;

26. Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LLM.,
PH.D, Akademisi;

27. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, Akademisi;

28. Dr. Sugeng Hari Wisudo, Institut
Pertanian Bogor;

29. Dr. Ir. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si,
Institut Pertanian Bogor;

30. Dr. Nimmi Zulbainarni, Institut
Pertanian Bogor.

Sub Pokja Tujuan 15 (Ekosistem Daratan)

Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Day a Afu , Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Daerah Aliran Sungai
dan Konservasi Sumber Daya Air, Direktorat
Kehutanan dan Konserwasi Sumber Daya Air,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota Sub Pokja : 1. Direktur Kawasan Konservasi,
Tujuan 15 Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

2. Direktur Konserwasi Keanekaragaman
Hayati, Kementeian Lin9kungan Hidup
dan Kehutanan;

3- Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem

Esensial, Kementerian Lingkungan
Hidwp dan Kehutanan;
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10.

4 Direktur Penegakan Hukum Pidana,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Direktur Rencana, Penggunaan, dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Direktur Pemanf aatan Jasa Lingkungan
Hutan Konserwasi, Kenlenterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Direktur Peter.:canaan Evaluasi
Pengendalian DAS, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutananl

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehntanan;

Direktur Pengendalian Kerusakan
Perairan Daral,, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi, Kementerian Lingkungan
Hidtp dan Kehutanan;

Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan
Hasil Hutan bukan Kayu Hutan
Produksi, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehtrtanan;

Direktur Penegakan Hukum Pidana,

Kementerian Lingkungan Hrdttp dan
Kehutanan;

Maghiiroh. Nahdlatul UIama:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI);

Indonesian Center of Environmental
taw (ICEL);

AMAN Nusantara;

World Wild Fund(wwn Indonesia;

Wel la nds ln terua t iona I I ndonesi4

Yayasan Ahli Badak Inrlonesia (YABI);

Telapak;

5

6

7

E

11.

"12.

73.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2'l . Debt
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27. Debt Watclq

22. Green Peace Indonesi4

23. Wildlife Conseruation ktcietv (WCS)

Indonesia;

24. Yayasan Kehatil

25. Indonesian Working Group for Forest
Finance (IWGFF);

26. Transformasi untuk Keadilan (TUK)

Indonesia;

27. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;

28. Elim Sritaba, Filantropi dan Bisnis
Indonesia;

29. Perwakilan Fakultas Kehttta,nan,
Universitas Gadjah Mada;

30. Perwakilan Fakultas Kehutanan, Institut
Pertanian Bogor;

37. Perwakilan Fakultas Kehutanan,
Universitas Mul aw arman.

Kelompok Kerja Pilar Hukum dan Tata Kelola

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Httbungan
Kelemb agaan, Kementerian PPN / Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendahan Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri,

Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.

Wakil Ketua lll : Deputi ll Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-
Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya StrateSis,

Kantor Staf Kepresidenan.

Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Politik dan Komunikasi,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Hukum dan Regulasi,

Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Sistem dan PelaPoran

Pefiantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan, ...
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Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Pemantatan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Aparatur NeSara, Kementerian
PPN/Bappenas;

6. Direktur Peftahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas;

7 . Direktur Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas

8. Direktur Perencanaan Kependudukan
dan Perlindungan Sosial, Ken.lenterian
PPN/Bappenas;

9. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olah Raga, Kementerian

PPN/Bappenas;

10. Direktur Pefiantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;

11. Kepala Biro Perencanaan dan Data,
Kementerian Pemberday aan Perempuan

dan Perlindungan Anakl

12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;

13. Kepala Biro Perencana, Kementerian
Dalam Negeri;

1-4. Kepala Biro Perencanaan dan

Manajemen Kinerja, Kementerian

Pendayagunaan Aparatut Negara dan
Reformasi Birokrasi;

15. Kepala Biro Kebijakan Strategis, Staf

Petencanaan Umum dan Anfflatan,
Kepolisian Republik I ndonesia;

16. H. Robikin Emhas, SH, MH, Nahdlatul
Ulama;

17. Sugeng Bahagijo, International NGO
Forum on Indonesian Development
(INFID);

18. Indonesia ...



-47-

Sub Pokja Tujuan
Tangguh)

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

AngSota Sub Pokja

Tujuan 16

18. Indonesia Global Contpact Indonesia
(IGCN);

19. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo,
SHMA, Universitas Indonesia.

16 (Perdanraian, Keadllan, dan Kelembagaan yang

Direktur Hukum dan Regulasi, Kementeriatl

PPN/Bappenas.

1. Direktur Politik dan Komunikasi,
Kementerian PPN/ Bappenas.

2. Direktur Aparatur NeSara, Kementerian
PPN/Bappenas.

Kepala Sub Direktorat Penerapan dan
Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian

PPN/Bappenas.

1. Direktur Per:encanaan Kependudukan

dan Perlindungan Sosial, Kementerian

PPN/Bappenas;

2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,

Pemuda, dan Olahraga, Kementerian

PPN/Bappenas;

3. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola

Pemerintahan, Kementerian

Koordinator Bidang Polhukam;

4. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan

Pelayanan Publik, Kementerian

Koordinator Bidang Polhukam;

5. Asisten Deputi Perlindungan Anak

Berhadapan dengan Hukum dan

Stigmatisasi, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

6. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian

Pemberdayaan PeremPuan dan
Perlindungan Anak;

7 . Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,

Informasi, dan PartisiPasi Anak,

Kementerian Pemberday aan Perempuan

dan Perlindungan Anak;

8. Asisten .

i.
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10.

1i.

72.

13.

"14.

i5.

16.

8

9

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan
dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pelayanaan Publik, Kementerian
Penday agwaan Aparatuir Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Kepala Biro Kebijakan Strategis, Staf
Pefencanaar. Umum dan An1gatan)
Kepolisian Republik Indonesia;

Kepala Biro Manajemen dan
Pengang&aran, Staf Petencanaan Umum
dan Anggaran, Kepolisian Republik
Indonesial

Direktur Tindak Pidana Umum, Badan

Reserse Kriminal, Kepolisian Republik
Indonesial

Kepala Pusat lnformasi Kriminal
Nasional, Badan Reserse Kriminal,
Kepolisian Republik Indonesia;

Direktur Politik Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Petencanaan, Evaluasi dan
Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen
Bina Pembangunan Daerah,
Ken.renterian Dalam Negeri;

Kepala Biro dan Administrasi, Badan

Pengawasan Pemilu;

Kepala Biro Perencanaan dan Data,
Komisi Pemilihall Umum;

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Direktur Komunikasi Publik, Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Direktur Pengembangan Sistem

Pengadaan Secara Elektrontk, kmbaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

Kepala Biro Petencanaan, Ombudsman
RI;

77.

18.

19.

20.

21. Kepala ...
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21..

22.

ZJ.

24.

25

27

28

29.

30.

37.

32.

Kepala Biro Perencanaan Pengawasan,
Bidang Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

Direktur Statistik Ketahanan Sosial,
Badan Pusat Statistik (BPS);

Direktur Statistik Kesejahteraan Sosial,

Badan Pusat Statistik (BPS);

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantltan
Hukum, Kementerian Hukum dan
HAM;

Direktur Pelayanan Komunikasi
Masyarakat, Kementerian Hukum dan
HAM;

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI;

Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya,
Kejaksaan RI;

Kepala Biro Dukungan Penegakan

HAM, Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia;

Konferensi W aligereja Indonesia (KWI);

W ahana Visi Indonesia (WVI);

Indonesia Aksi Cepat Tanggap (ACT);

Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si,
Nahdlatul Ulama;

LAZISMU, Muhammdiyah;

Union Migrant Indonesia (UNIMIG

Indonesia);

lndonesia Berbicara;

Indonesia Global Compact Network
(IGCN);

OXFAM GB Indonesia;

Interuational NGO Foruru on
In donesi an De ve lopnt e n/ (INFID) ;

Aliansi Jurnaiis Indepetrden;

Media Lin$

Centre of Detention Studies (:CDS);

JJ.

34.

.1) -

Jb.

Jl.

38.

39.

40.

47.

42.l,embaga ...
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42.

43.

44.

45.

kmbaga Studi dan Advokasi
Masyarukat (EL SAM);

Human Rights Working Group
(HRWG);

International Centre fot: Islam and
Pluralism (lClP);

Institute for Crininal Justice Refornt
(ICJR);

Indonesia Corruption Watch (ICW);

Inclonesian Legal Roundtable (ILR) ;

Indonesian lrgal Resource Centre
(ILRC);

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS);

Lembaga Advokasi Hak Anak GAHA);

Yayasan Percahabatan Indonesia
IQnada (YAPPIKA);

Pusat Telaah dan Informasi Regional
(PATTIRO);

Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan;

Dewan Pers;

Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem);

Kemitraan (Th e Partne rsh i p\ ;

Transparency Intemational Indonesia
(TII);

Yayasan l-embaga Bantran Hukum
Indonesia (YLBHI);

Aliansi Penghapusan Kekerasan

terhadap Anak (Aliansi PKTA);

kmbaga Bantluan Hukum (LBH);

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan;

Cakra Wikara Indonesia;

Centre of Setention Studies,

Indonesian Legal Resoutce Centre,

49

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

46.

47.
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